







Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab sebelumnya 
adalah: 
1. Pengaturan kewenangan pembubaran ormas berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tidak atau belum sesuai 
dengan konsep Negara hukum. Pasal 61 dan Pasal 62 dalam aturan tesebut 
memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum 
ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan due 
process of law dalam pembubaran ormas tentunya akan mengarahkan 
pemerintah kepada pemerintahan yang diktator. Hal ini bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri Negara hukum adalah 
adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan 
Negara. Selain itu kelemahan dari Undang - Undang ini adalah Kelemahan 
Pengaturan sanksi Pidana, kelemahan terhdapa pembubaran secara 
sepihak oleh pemerintah, dan ketidakpastian hukum dalam pemberian 
batas waktu penghentian kegiatan Ormas. 
2. Prinsip contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 




Organisasi Kemasyarakatan adalah merupakan  proses administratif 
pembubaran Ormas menjadi lebih sederhana dan cepat sehingga 
Pemerintah dapat langsung menindak tegas Ormas yang aktifitasnya 
bertentangan dengan Pancasila. Pengahapusan proses peradilan di dalam 
Undang-Undang ormas baru juga memiliki hubungan erat dengan 
penerapan asas contrarius actus yang mana pemerintah beranggapan 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan belum menerapkan asas tersebut, sehingga dalam proses 
pemberian sanksi kepada ormas tidak dapat berjalan efektif karena harus 
melalui proses peradilan dalam pencabutan status badan hukum yang 
dalam hal ini, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. 
Maka dengan adanya asas tersebut pemerintah dapat mencabut status 
badan hukum ormas tanpa harus melalui mekanisme peradilan. 
Mekanisme pembubaran seperti yang di atur oleh Undang-Undang ormas 
baru ini adalah bentuk pemberhangusan hak kebebasan berserikat dengan 
memungkinkannya kesewenang-wenangan masuk di dalamnya. 
Seharusnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan 
perppu Nomor 2 Tahun 2017 tetap memuat mekanisme pembubaran 








Adapun saran yang bisa penulis berikan pada berdasarkan pembahasan yang 
telah dibahas pada bab sebelumnya adalah: 
1. Agar pembekuan dan pembubaran ormas sesuai dengan prinsip Negara 
hukum dan demokrasi, serta tetap terjaminnya kebebasan berserikat di 
Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan 
perppu Nomor 2 Tahun 2017 harus dilakukan beberapa perubahan materi 
yang terdapat dalam perppu tersebut. Mekanisme pembubaran di dalam 
perppu tersebut harus tetap memuat due process of law untuk menghindari 
adanya kesewenang-wenangan pemerintah. 
2. Agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas yang 
baru dengan menyertakan Lembaga peradilan terlebih dahulu dalam 
melakukan pembubaran ormas sebagai implementasi asas due process of 
law, yang menjadi ciri-ciri sebuah negara hukum. Dan perlu diupayakan 
terbentuknya nilai hukum yang baik, untuk mendukung penegakkan negara 
hukum dengan tidak membiarkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, 
atau membiarkannya tanpa penyelesaiaan yang tuntas, sesuai dengan prinsip 
persamaan di depan hukum dan pemerintah. berharap agar ormas-ormas 
yang ada di Indonesia dapat mematuhi ketentuan yang di atur di dalam 
undang-undang ormas yang baru. Dalam hal ini yang menjadi larangan-
larangan organisasi kemasyarakatan di atur di dalam undang-undang 
tersebut. 
 
